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PIMPINAN DPRDKABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG
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TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

bahwa  Rancangan  Peraturan  Daerzh  tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupstern
Batang Tahun Anggaran 2019 telah dibahas oleh Badan
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang dan hasilnya telah dilaporkan dan disetujui oleh
forum Rapat Paripurna DPRD;

bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf z,
perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan = sebagaimane
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perfu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangsn
Peraturan  daerah  Tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2019.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6396);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir
denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua AtasUndang-UndangNomor 23 Tahun
2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 338 1);
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Peraturan Pemerintah Nomaor 24
Standar  Akuntansi Pemerintaban  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 449, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450G3);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tent
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomgor 4574y,
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem  Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577 );

Peraturan Pemerintah Nomor 538 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daeran (Lembaran N
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2097
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Tahun 2005 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201_8 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2017 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10 );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun
2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran

2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019
Nomor 9 );

23. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun
2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2019 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BATANG TAHUN ANGGARAN 20109.

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran
2019, dengan memperhatikan rekomendasi, penyesuaian
dan perubahan sebagaimana hasil pembahasan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,

: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah.

: persetujuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan
Bupati Batang beserta lampirannya, yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari keputusan ini.
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KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA DPRDP KARUPATEN BATANG

MAULANA YUSUP
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